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JK: Tlda/k Perlu Kenaikan Gayji

Jakarta, Pelita

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam
situasi ekonomi gZobaZ yang ‘sedang melemah,
maka kenaikan gaji untuk pemlmpm negara ti-

dak perlu dilakukan.

,“Dalam keadaan sekarang
kita menjaga situasi. Tak per-
Iu dinaikkan,” kata Jusuf Kal-
la kepada wartawan di Kantor
Wapres, Jakarta, Kamis (17/9).

Selain itu, menurut JK, ren-
cana kenaikan tunjangan un-
tuk anggota' Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) juga harus sesuai
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanjara Negara atau APBN.

Namun JK menjelaskan ke-
naikan tunjangan untuk ang-
gota DPR RI belum naik un-
tuk saat ini. “Kita semud harus 4
dalam konteks memahami bah-

wa ekonomi kita tak semudah
lalu. Biar kita sama-sama he-
mat lah,” kata JK.

Secara terpisah anggota

Komisi IIl DPR Masinton Pasari-

bu meminta Menteri Keuangan

‘Bambang Brojonegoro mem-

batalkan keputusan kenaikan
tunjangan bagi pejabat negara
termasuk DPR karena dinilai be~
lum mendesak.

“Ini (kenaikan tunjangan—
Red) belum pas dan tidak ada

_urgensinya saat ini memberikan

tambahan tunjangan pejabat,”
katanya di Gedung Parlemen ke-

marin.

Hal senada disampaikan Wakil
Ketua Umum Partai Demokrat
Syarief Hasan yang menyatakan
partainya menolak kenaikan tun-
jangan DPR di tengah kondisi
ekonomi yang sedang sulit.

“Saya pikir Demokrat tidak
setuju itu (kenaikan tunjangan-

. -Red). Rakyat lagi susah:ka-

yak begini, pengangguran tam-
bah, inflasi tinggi, rakyat untuk
makan saja susah,” ujar Syarief
Hasan seperti dikutip Antara.

Anggota.Komisi I DPR ini
menyatakan bahwa pendapa-
tan sebagai anggota DPR se-
jauh ini sudah relatif cukup.
la pun menegaskan DPR harus
prihatin dengan kondisi ekono-
mi saat ini.

Menurut dia, sebaiknya DPR
mementingkan kdndisi rakyat

ketimbang meminta kenaikan
tunjangan.

{ “Lebih bagus itu rakyat dahu-
lu diperhatikan. Belum lagi (ada
bencana) asap, sudah susah di-
kasih asap lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Badan

WUrusan Rumah Tangga (BURT)

DPR RI Irma Suryani menga-
takan Kementerian Keuangan
melalui surat Nomor S-520/
MK.02/2015 menyetujui ke-
naikan tunjangan bagi anggota
DPR RI yang dimasukkan dalam
RAPBN. 2016.

“Memang ada permintaan dari
BURT (Badan Urusan Rumah

" Tangga) ke pemerintah untuk

perbaikan tunjangan anggota,”
kata anggota BURT Irma, Sela-
sa (15/9)..

la menyebutkan kenaikan
tunjangan bagi anggota DPR RI

meliputi tunjangan kehormatan,
tunjangan komunikasi intensif,
tunjangan peningkatan fung-
si pengawasan dan anggaran,
hingga bantuan langganan lis-
trik dan telepon.

Wakil Ketua DPR RI Fahri
Hamzah menilai kenaikan tun-
jangan DPR RI yang besarnya
mencapai Rp4 triliun itu rela-
tif kecil atau hanya 0,00191
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persen dari total belanja nega- |

ra Rp2.039,5 triliun pada APBN
2015 sehingga tidak perlu diri-

‘butkan. (did)
!
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